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Abstrak
 

Lembaga catatan sipil adalah lembaga yang berfungsi untuk mencatatkan suatu peristiwa hukum seperti

kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, yang merupakan bagian dari

hukum perdata. Oleh karenanya lembaga Catatan Sipil merupakan lembaga yang sama pentingnya dengan

Notaris yang karena kewenangannya mengeluarkan akta autentik yang diatur dalam undang-undang.Namun

fungsi dari Lembaga catatan sipil hingga saat ini belum diatur dalam satu perundang-undangan yang bersifat

unifikasi dan masih mendasarkan pada pembagian penggolongan penduduk Indonesia menurut pasal 163 IS

(Indische Staatsregeling) dan penerbitan akta catatan sipil juga masih menggunakan peraturan perundangan

dari pemerintahan kolonial Belanda yang sampai saat ini belum ada penggantinya, karena secara hukum

masih berlaku sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal I Undang Undang Dasar 1945 setelah diamandemen.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan

dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah fungsi Lembaga Catatan Sipil telah

berubah, sehingga bukan merupakan lembaga yang berfungsi di bidang hukum keperdataan melainkan telah

menjadi wilayah hukum Publik dan tidak sesuai dengan isi Pasal 7 ayat 1 dari Undang-Undang Tentang

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan bidang Peradilan adalah kewenangan

Pemerintah Pusat yang tidak boleh diserahkan ke Pemerintah Daerah, maka konsekuensinya lembaga

Pemerintah Daerah yang menerbitkan akta tidaklah berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena akta Autentik yang diterbitkan haruslah oleh Pejabat

yang mempunyai Kewenangan, dalam hal ini Kepala Lembaga milik Pemerintah Daerah yang menerbitkan

akta autentik tidak berwenang akibatnya aktanya juga tidak autentik.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=88784&lokasi=lokal

